
BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 255 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PELA YANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 

ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat 

(5) dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten

Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas

Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan

Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6801); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga clan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6634); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repiblik 
Indonesia Nomor 6881); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 
dalam Penanganan Sampah Rumha Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah 
pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 452); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 336); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 345); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN 
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
3 . Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnnya, 
lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. 
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas 

adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. 
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

10. lnstansi pemungut adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. 
11 . Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS 

adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan desa/ 
kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir. 

12. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat 
untuk mengelolah sampah. 

13. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang 
berasal dari kegiatan pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik 
dan anorganik yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan 
biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya dan beracun. 

14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penangan sampah; 

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Ka bu paten 
Pasuruan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 



16. Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah. 

17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi a tau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
Retribusi yang terhutang. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif 
berupa bunga dan atau denda. 

22. Surat Teguran adalah surat sebagai awal tindakan penagihan kepada 
Wajib Retribusi segera sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang 
terhutangsampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, 
serta pengawasan penyetorannya. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan Retribusi Daerah. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah adalah sebagai pedoman 

teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten 
Pasuruan sehingga terwujudnya pola hidup yang berwawasan 
lingkungan dan meningkatnya upaya pengelolaan sampah serta 
kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan 
lingkungan yang bersih dan sehat. 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah : 
a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jasa pengelolaan 

sampah; dan 

b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan 
penyelenggaraan pengelolaan sampah. 

(3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. ketentuan pemanfaatan penerimaan retribusi; 

b. tata cara pemungutan retribusi; 



c. administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, 
dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi; 

d. tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kedaluwarsa; dan 

e. tata cara pengenaan sanksi administratif. 

BAB III 
KETENTUAN PEMANFAATAN PENERIMANAN RETRIBUSI 

Pasal 3 
(1) Hasil Penerimaan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah 

paling lambat 1 (satu) hari kerja. 
(2) Setiap penyetoran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh 

Bendahara Penerimaan Dinas. 
(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara 

berurutan oleh Bendahara Penerimaan Dinas. 
(4) Ketentuan pemungutan retribusi laboratorium lingkungan diukur 

berdasarkan jenis parameter lingkungan, jenis layanan, frekuensi 
layanan, dan/ atau jangka waktu pemanfaatan aset laboratorium 
lingkungan. 

BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Pendataan 

Pasal 4 

(1) Bupati atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan 
secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek 
Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data 
Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/ atau objek Retribusi. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai 
data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan 
pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi 
yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan. 

Bagian Kedua 
Penetapan Retribusi 

Pasal 5 

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi be ban 
biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan. 

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai 
rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang 
terutang. 



Pasal 6 

(1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik 
berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat 
pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik. 

(3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang keuangan untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan 
Retribusi. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana 
pemungutan Retribusi paling sedikit memuat: 

a. logo Pemerintah Daerah; 

b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi; 

c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau 
Pejabat yang ditunjuk; 

d. nomor dan seri; 

e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan 

f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan 
Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutanRetribusi. 

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain yang telah 
disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Paerangkat Daerah pemungut Retribusi. 

Pasal 7 

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi. 

(2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya 
seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan. 

Bagian Ketiga 

Pembatalan Retribusi 

Pasal 8 

(1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan 
pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun alasan yang diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut 
Retribusi yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang 
jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk. 



(3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan 
pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta 
memungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun 
melaksanakan penmJauan lapangan atas objek Retribusi yang 
dimohonkan pembatalannya. 

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam 
berita acara pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani 
bersama antara Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang 
dimohonkan pembatalan dan Kepala Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai 
dasar pembatalan SKRD. 

(6) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara 
ditandatangani, Perangkat Daerah yang membidangi Retribusi yang 
dimohonkan pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD 
untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon 
pembatalan SKRD. 

(7) Format berita acara pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat 
Daerah pemungut Retribusi. 

Bagian Keempat 

Pemungutan Retribusi 

Pasal 9 

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang 
ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui 
Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut. 

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut 
ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 
sekaligus sebelum pelayanan diberikan. 

(4) Retibusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak 
diterimannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar rtepat pada waktunya 
atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 
(1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas. 
(2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana 

pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat 
Daerah pemungut Retribusi. 



(3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan bukti bayar Retribusi. 

(4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti 
bayar. 

(5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal 11 

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan 
terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran Retribusi. 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. nama dan alamat Wajib Retribusi; 

b. jenis Retribusi; dan 

c. tanggal jatuh tempo. 

(4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos; 

c. melalui surat elektronik; 

d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati. 

(5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi. 

Pasal 12 

(1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
dikeluarkan 5 (lima) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka 
Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran 
kedua. 

(3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalamjangka waktu paling lama 
5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi 
mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). 

Pasal 13 

Retribusi yang dibayarkan melalui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) harus disetorkan ke Kas Daerah dengan ketentuan: 

a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi sampai dengan pukul 14.00 WIB 
disetorkan pada hari yang sama; 



b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB 
disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas 
tersebut diterima; dan 

c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari 
kerja berikutnya. 

BABV 
ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, 

PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI 

Pasal 14 
(1) Bupati secara jabatan dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi 

dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran atas pokok dan/ a tau sanksi Retribusi dengan 
memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi. 

(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat 
likuiditas Wajib Retribusi. 

Pasal 15 

(1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah 
pemungut Retribusi. 

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar; 

b. kesulitan likuiditas; dan/ a tau 

c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 16 

( 1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi a tau kondisi kahar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. bencana; atau 

b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah 
pemungut Retribusi. 

(2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang 
merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan 
di bidang penanggulangan bencana. 

(3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang 
merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat 
Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang 
berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut 
Retribusi dinyatakan sebagai suatu keadaan benar- benar di luar 
kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak 
dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan. 



(4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang 
sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang. 

(5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat 
memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) di antaranya: 

a . tidak adanya fasilitas internet; 

b . adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain; 

c. adanyafraud atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau 

d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar 
penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan 
pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi. 

Pasal 17 

(1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf 
b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat 
memenuhi kewajiban jangka pendek. 

(2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 
(satu) tahun. 

(3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib 
Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun 
sebelumnya. 

(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen 
lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis 
rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (current 
ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran 
kas ( cash turnover ratio). 

(5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain 
yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak 
lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim 
sektor industrinya. 

Pasal 18 

(1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi: 
a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi; 

dan/atau 
b . kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib 

Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan 
sosial, budaya, dan lingkungan. 



(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: 

a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan 
usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau 

b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang 
membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum. 

(3) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib 
Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan 
sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c di antaranya: 

a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang 
mampu atau usaha mikro atau ultra mikro; 

b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi; 

c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan Daerah; dan/ atau 

d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam. 

Pasal 19 

( 1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan 
Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam hal 
Retribusi terutang berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Retribusi yang 
akan diajukan keberatan Retribusi. 

(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang 
untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat 
Daerah pemungut Retribusi menerbitkan surat penolakan paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi 
terutang diterima. 

Pasal 20 

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas 
Retribusi terutang yang diajukan keringanan kepada Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah 
ditunda. 

Pasal 21 

(1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang 
dalam ben tuk: 

a. penundaan; 

b. pengangsuran; 

c. pengurangan; dan/ atau 

d. pembebasan. 

(2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa: 

a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/ a tau 



b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda. 

(3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan 
untuk satu bentuk keringanan. 

(4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau 
ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat 
diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan. 

(2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 

a. penundaan dan pengangsuran; 

b. penundaan dan pengurangan; atau 

c. pengangsuran dan pengurangan. 

Pasal 23 

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal 
jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal24 

(1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan 
keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat: 

a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi; 

b. alasan pengajuan keringanan Retribusi; 

c. bentuk keringanan Retribusi; 

d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan keringanan Retribusi; dan 

e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang. 

(2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; dan 

b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan. 

Pasal 25 

( 1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan 
sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi 
kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), surat permohonan 
keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung 
paling sedikit: 



a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan 
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau 
surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan 
lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut 
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b; 

b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai 
perhitungan dan penjelasan; dan 

c. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang 
dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan. 

(2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: 

a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi 
kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya; 

b . asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan 
tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di 
luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam; 

c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar 
kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non 
alam; dan/ atau 

d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu Daerah dalam 
status bencana. 

(3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan 
sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi 
terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: 
a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit 

untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib 
Retribusi berupa badan usaha; 

b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam 
hal Wajib Retribusi perorangan; 

c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang 
ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan 
dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan 

d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang 
dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan. 

(4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan 
sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi 
terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: 

a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah; 

b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit 
untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib 
Retribusi berupa badan usaha; dan 

c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam 
hal Wajib Retribusi perorangan. 



(5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Bupati, salinan 
dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (press release) 

atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah. 

Pasal26 

( 1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada 
Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, melalui: 
a. secara langsung; 
b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ ekspedisi; atau 
c. sistem informasi. 

(2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan 
tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, 
maupun melalui notifi.kasi sistem. 

(3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui 
pos a tau perusahaan jasa pengangkutan/ ekspedisi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang 
tercantum dalam bukti pengiriman surat. 

Pasal27 

( 1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan surat 
penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang 
diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan 
piutang Daerah. 

(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi 
terutang diterima. 

Pasal28 

(1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi 
menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi 
terutang yang diajukan Wajib Retribusi. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk: 
a. penundaan; 
b. pengangsuran; 
c. pengurangan;dan/ atau 
d. pembebasan. 

Pasal 29 

(1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan kepada 
Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam 
tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan. 



(2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diberikan kepada 
Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan 
pengangsuran di tetapkan. 

(3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

Pasal 30 

(1) Bupati secara jabatan dapat memberikan keputusan atas permohonan 
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran 
atas pokok dan/ atau sanksi Retribusi. 

(2) Dalam hal jumlah Piutang Retribusi yang disampaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan pengurangan atau 
penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta persetujuan 
keringanan berupa pengurangan atau penghapusan. 

Pasal 31 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran atas pokok dan/ a tau sanksi Retribusi secara 
jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan 
tertentu. 

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 

a. kepentingan Daerah dalam rangka: 

1. hari ulang tahun Daerah; 

2. percepatan target penerimaan; 

3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/ atau 

4. penggalian potensi Piutang Retribusi; 

b. limpahan kementerian; 

c. Stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran 
Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau 

d. Kepentingan sosial kemanusiaan. 

(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

BAB VI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH 

KEDALUWARSA 
Pasal 32 

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
Retribusi, kecualijika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi. 



(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh j ika: 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 
langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi 
kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

Pasal33 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang 
Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai 
dengan kewenangannya. 

Pasal 34 

(1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (1) dapat dilakukan: 
a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh 

Bupati; dan 
b. lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati 

setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(2) Batasan nilai piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan piutang Retribusi per Wajib Retribusi. 

Pasal35 

(1) Penghapusan piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan 
dari seluruh besaran Retribusi yang terutang termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD. 

(2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang Retribusi yang 
tercantum dalam: 

a. SKRD; dan 

b. STRD. 



Pasal 36 

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib 
Retribusi Badan. 

(2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib retribusi orang 
pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi 
yang tidak dapat ditagih lagi karena: 

a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan 
atau kekayaan; 

b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan; 

c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa; 

d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan 
telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat 
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya 
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tidak 
dapat ditagih lagi karena: 

a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak 
dapat ditemukan; 

b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa; 

c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan 
telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; dan 

d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat 
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya 
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 37 

(1) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan 
penelitian dengan prosedur sebagai berikut: 

a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau 
tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah 
pemungut Retribusi, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya; 

b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh 
Inspektorat; dan 

c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada 
Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi. 



Berdasarkan hasil audit sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala 
Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan usulan penghapusan 
piutang Retribusi kepada Bupati secara tertulis 

Pasal 38 
(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh 

tim penelitian. 

(2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat 
Daerah pemungut Retribusi dan dapat melibatkan Perangkat Daerah 
lainnya. 

(3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala 
Perangkat Daerah pemungut Retribusi. 

Pasal 39 

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang Retribusi dilakukan 
dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan 
kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah. 

BAB VII 

KETENTUAN SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal40 

(1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dengan 
diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
daerah. 

(3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan sanksi 
administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga 
terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dari 
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 



BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 41 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 29 Desember 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

               ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

   Ditetapkan di Pasuruan    
    pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI PASURUAN, 

         
                 ttd.

      ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 255 
TELAH DI TELITI 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 

Ka. Dinas Lingkungan 

Hidup 

Kabag. Hukum 

Kabid. 

Tanggal Paraf 




